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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini  wnnik mengetalng bagaimana pemahaman
Warih Pajek Crang Pribadi terbadap  kewafiban  perpajakar di Kota Solok
Pajak sebagai salal satu pendapatan Negara telah memberikan koniribusi yena
sangar besar dolom pembangunan negert ini. Agar penerimaun dari sekior pajak
dapat maksimal, diperlskan kesadaran dan pemahaman vang memadai dari wajih
pajak tentang perpaiakan. Tingkat pemahaman divkur dengan mengounakan
media kuesioner yang terdiri dari 23 pertanvaan dan dilakukan kepada 45 orang
wajib pajak FPh orang pribodi di Kota Solok dengan kriteria wajib pojok yang
mempunyai NPWEP dan berpenghasilan di atas PTEFP per tahunnya, Variabel
vang divkur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur
pelaksanaan kewaiiban wafih pajak dan pelaksanaan pembayaran PP Setelah
dilakukan penelitian, diperoleh hasil balrwa wajth pajok PPh orang pribadi di
Kot Sedok masih kurang paham dengan skor tingkat pemahaman 38%,
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tabun ke tahun, pencrimaan dari sektor pajak terus menunjukkan
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dani kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk
heherapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota kevangan 2010, pada
tahun 2005 penerimasn APBMN mencapal Rp347 triliun. tahun 2006 menjad
Rp409 triliun, tabun 2007 sebesar Rp491 tnliun, tabun 2008 meningkat menjadi
Rp638 triliun, Untuk tahun 2010 target Penerimaan Perpajakan sebesar Rp742.7
triliun (12,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto) vang berarti meningka
Rp90.8 triliun atau 13,9 persen dari APBN-P tahun 2009,

Dengan  berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan vang merupakan perubahan keempat atas
Undang-Undang NMomor 7 Tahun 1983, sistem pemotongan dan pemungutan
pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem sedf
assessment, Sistern pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada
Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan
pajaknya. Tulang punggung dar sistem ini adalah velumary complionee dan
masyarakat, tinggi rendahnya compliance masvarakat akan mempengaruhi jumlah

pencrimaan pajak vang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana

vang tersedia untuk pembangunan negara.




Sejak reformast perpajakan, kinera penerimaan pajak  secara umum
meningkat secara konsisten, Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini
merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem self assessment yang
mengandalkan  kesadaran dan kepatvhan wajib pajak  atauksh faktor lain.
Sebagaimana vang dinyatakan olch Rochmat Soemitro hahwa keberhasilan sistem
self assessment akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak. (i)
kejujuran wajib pajak, (iii) e mindedness vaitu hasrat untuk membayar pajak dan
(1) tax discipline.

Menurut pendapat ini bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang
disechabkan oleh meninpgkatnya kepatuhan masvarakat merupakan wujud dari
tingginva kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan
hahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi olch tinggi rendahnya
tingkal pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan, Selain itn dengan
adanys proporsi yang tepat antara pajak denpan pendapatan Wajib Pajak dapat
meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan pencrimaan pajak ini
disebabkan oleh kian membaiknya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka
reformasi perpajakan e sungpuh-sungguh berhasil dan sgjalan dengan Konsep
vanp dicanangkan, Namun jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang
tidak terkait dengan persoalan kepatuban wajib pajak dan pemahaman yang cukup
Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai
pada masa-masa selanjuinya.

Denpan semakin meningkatnya perkembangan  perekonomian dan ilmo

pengetahuan suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan

maupun orang pribadi untuk mengembangkan  bisnis mereka dengan cars




BAB V

PENUTUFP

5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib
pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di
Kota Solok, dengan cara mengambil sampel sebanyak 45 responden vang memiliki
NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan distas PTKP,
dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Diengan varigbel vang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman
tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang
terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada UL KUP
Np.27 Tahun 2007 dan UL PPh No.36 Tahun 2008

Secarn umum bahwasanys tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi
di Kota Solok schesar 38% kurang paham terhadap pelaksanaan kewsjiban
perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun Wajib Pajak patuh membayar
pajak dan menyampaikan SPT. Tapi Wajib Pajak memahami peraturan
pelaksanaan perpajakan vang berlaku, Hal ini terlihat dari setiap item pertanyaan.
ada beberapa item pertanyaan yvang responden kurang paham diantaranya:

1. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah telah berumur 21 tahun 7
2. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP ?

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTEP) untuk wajib pajak orang pribadi

L]
'

dengan status TEA yang berlaku saat ini adalah sebesar:
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